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ANALISIS JENIS DAN PENYEBAB KOREKSI FISKAL DALAM 

PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (STUDI 

KASUS PADA KLIEN KAP X) 

 

Oleh 

Rafadhila Pramudita Hamadi 

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses audit pajak, menganalisis 

jenis dan faktor penyebab koreksi fiskal, serta menganalisis respons dan mitigasi 

risiko yang dilakukan oleh klien KAP X, sebuah perusahaan multifinance berbasis 

teknologi yang beroperasi di sektor Buy Now Pay Later (BNPL) di Jakarta terkait 

penerbitan Surat Ketetapan Penghitungan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk 

Tahun Pajak 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atas 

Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak (KKP), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak 

(BAHP), Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP), SKPKB, serta 

wawancara semi-terstruktur dengan auditor senior KAP X. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, analisis 

data dilakukan dengan membandingkan regulasi perpajakan yang berlaku 

terhadap temuan dalam dokumen serta hasil wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa DJP melakukan audit yang mencakup beberapa jenis pajak, 

yaitu Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, 

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN. Sebagai langkah mitigasi, 

Wajib Pajak menerima hasil audit akhir untuk item administratif minor dan 

direkomendasikan untuk menerapkan manajemen risiko pajak yang lebih ketat 

guna meminimalkan potensi sengketa berulang serta mempersiapkan jalur hukum 

formal dengan mengajukan keberatan atas item sengketa PPN yang tidak 

mencapai kesepakatan bersama. 

 

 

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Koreksi Fiskal, Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB), Pembahasan Akhir, Mitigasi Risiko Pajak. 
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ANALYSIS OF THE TYPES AND CAUSES OF FISCAL CORRECTIONS 

IN THE ISSUANCE OF TAX ASSESSMENT NOTICES FOR 

UNDERPAYMENTS (A CASE STUDY OF A CLIENT OF AUDIT FIRM X) 

 

By 

Rafadhila Pramudita Hamadi 

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program 

 

ABSTRACT 

This study aims to identify the tax audit process, analyse the types and underlying 

causes of tax adjustments, and analyse the responses and risk mitigation measures 

implemented by the clients of KAP X—a technology-based multifinance company 

operating in the Buy Now Pay Later (BNPL) sector in Jakarta, in relation to the 

issuance of the Tax Assessment Notice for Underpaid Tax (SKPKB) for the 2020 

tax year. Data collection was carried out through a documentary review of Tax 

Audit Working Papers (KKP), Tax Audit Findings Reports (BAHP), Tax Audit 

Findings Notification Letters (SPHP), SKPKBs, as well as semi-structured 

interviews with senior auditors at KAP X. This research employs a qualitative 

approach using a descriptive case study method; data analysis was carried out by 

comparing applicable tax regulations with the findings in the documents and the 

results of the interviews. The research findings indicate that the DGT conducts 

audits covering several types of tax, namely Corporation Tax, Income Tax under 

Articles 21, 23 and 26, Final Income Tax under Article 4(2), and VAT. As a 

mitigation measure, taxpayers received final audit reports for minor 

administrative issues and were advised to implement stricter tax risk management 

to minimise the potential for recurring disputes, as well as to prepare formal legal 

channels by lodging objections regarding disputed VAT items on which no mutual 

agreement had been reached. 

 

 

Keywords: Tax Audit, Fiscal Correction, Tax Underpayment Assessment Letter 

(SKPKB), Closing Conference, Tax Risk Mitigation. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang 

memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam 

konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak bukan hanya instrumen fiskal 

semata, tetapi juga merupakan alat untuk mendistribusikan kekayaan, 

menstabilkan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, kontribusi 

penerimaan perpajakan terhadap total pendapatan negara mencapai lebih dari 80% 

dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan betapa pentingnya sektor 

perpajakan dalam menopang keberlanjutan fiskal negara (Adiman, 2025). 

 Dalam pelaksanaannya, ada beberapa sistem pemungutan perpajakan di 

Indonesia salah satunya yaitu self assessment system, yaitu sistem yang 

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Pramudya, Wibisono, & Mustafa, 

2022). Sistem ini menuntut tingkat kepatuhan serta pemahaman perpajakan yang 

tinggi dari wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara 

benar. Akan tetapi, keberhasilan sistem ini masih bergantung pada kepatuhan dan 

integritas wajib pajak serta otoritas pajak untuk melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus 

meningkatkan literasi keuangan dan membangun kesadaran serta memberikan 

edukasi pajak kepada masyarakat (Purnomo, 2024). 

Dalam rangka memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan 

perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan 

berbagai upaya pengawasan, salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan pajak 

(PMK Nomor 15 Tahun 2025, 2025). Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain 
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dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak serta 

memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (Yunira, Lubis, & Hulu 2024). 

 Fenomena terkait pemeriksaan pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio 

cakupan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Tren rasio 

cakupan pemeriksaan pajak dalam lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa rasio 

pemeriksaan terhadap total wajib pajak relatif rendah. Pada tahun 2022 misalnya, 

dari sekitar 1,56 juta wajib pajak badan yang wajib menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT), hanya sekitar 33 ribu wajib pajak yang diperiksa atau 

sekitar 2,14%. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi non-karyawan, dari 

sekitar 3,66 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, hanya sekitar 12 

ribu wajib pajak yang diperiksa atau sekitar 0,33% (Redaksi DDTC News, 2023). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang diperiksa masih sangat 

kecil dibandingkan dengan total populasi wajib pajak yang ada, sehingga setiap 

proses pemeriksaan pajak menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi potensi 

ketidakpatuhan wajib pajak. 

 Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak sering menemukan adanya 

perbedaan antara perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu hasil dari pemeriksaan pajak adalah 

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila ditemukan 

adanya kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak. SKPKB merupakan surat 

ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB diterbitkan ketika hasil pemeriksaan 

atau pengujian ditemukan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar 

oleh wajib pajak (Asmarani, 2025).  

 Salah satu faktor utama yang sering menyebabkan diterbitkannya SKPKB 

adalah adanya koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak. Koreksi fiskal merupakan 



3 
 

 
Politeknik Negeri Jakarta 

penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial untuk 

menghasilkan laba fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku 

(Ramadhani, Triani, & Nichen, 2025). Koreksi fiskal dilakukan untuk 

menyesuaikan perbedaan antara laba menurut akuntansi komersial dengan 

ketentuan perpajakan guna memperoleh penghasilan kena pajak yang sebenarnya. 

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif 

yang masing-masing memiliki implikasi terhadap besarnya penghasilan kena 

pajak (Ramadhani, Triani, & Nichen, 2025). 

 Dalam praktik perpajakan, koreksi fiskal sering kali terjadi karena adanya 

perbedaan perlakuan akuntansi antara standar akuntansi keuangan dengan 

ketentuan perpajakan (Salindeho, 2022)  Perbedaan pengakuan pendapatan dan 

biaya antara akuntansi komersial dan fiskal merupakan salah satu penyebab utama 

terjadinya koreksi fiskal. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan biaya yang 

tidak dapat dikurangkan secara fiskal (non deductible expense), perbedaan metode 

penyusutan, maupun pengakuan pendapatan yang berbeda antara standar 

akuntansi dan ketentuan perpajakan. Perbedaan penghasilan dan 

biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan 

menjadi beda tetap/permanent (permanent differences) dan beda waktu/sementara 

(timing differences) (Yusrizal & Zulita, 2018). 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak 

menjadi tahap krusial yang sering berujung pada penerbitan SKPKB akibat 

temuan ketidaksesuaian laporan fiskal. Penelitian oleh Salmon & Sarjono (2024) 

menganalisis pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi atas 

kepemilikan aset di Australia, menemukan bahwa proses verifikasi bukti 

kepemilikan aset sering memicu koreksi fiskal dan SKPKB karena kurangnya 

dokumentasi pendukung (Salmon & Sarjono, 2024). Kemudian studi Yunira, 

Lubis, & Hulu (2024) pada KPP Pratama Telanaipura Jambi periode 2018-2022 

menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak badan melalui deteksi underreporting penghasilan (Yunira, Lubis, & Hulu, 

2024). 
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 Penelitian Salmon dan Sarjono (2024) mengidentifikasi kurangnya 

pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan aset sebagai pemicu utama 

pemeriksaan mendalam, yang sering menghasilkan SKPKB atas selisih kekayaan. 

Yunira, Lubis, & Hulu 2024 menemukan bahwa intensitas pemeriksaan pajak 

berkorelasi positif dengan peningkatan penerimaan pajak, terutama melalui 

koreksi atas biaya tidak deductible dan penghasilan tersembunyi. Selain itu, 

kompleksitas prosedur pemeriksaan sering memperburuk kesalahan interpretasi 

regulasi. 

 Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak 

berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atau 

pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang secara 

khusus mempelajari jenis-jenis koreksi fiskal dan penyebab terjadinya koreksi 

fiskal yang berujung pada penerbitan SKPKB secara mendalam masih relatif 

terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan studi kasus pada klien Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang merupakan Wajib Pajak Badan yang menerima Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Padahal, analisis terhadap kasus nyata 

pada klien KAP sebagai WP dapat memberikan gambaran empiris yang lebih 

mendalam mengenai praktik koreksi fiskal yang terjadi dalam proses pemeriksaan 

pajak. Contohnya, Klien KAP X, perusahaan jasa keuangan di Jakarta sebagai 

objek penelitian, dalam kasus ini menerima SKPKB Rp14 miliar setelah 

pemeriksaan pajak oleh DJP atas ketidaksesuaian laporan pendapatan dan biaya 

operasional meskipun telah diaudit. 

 Sebagian besar studi seperti Salmon & Sarjono (2024) dan Yunira, Lubis, 

& Hulu (2024) menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari 

KPP, yang dapat dipertanggungjawabkan melalui jurnal terbuka dengan analisis 

regresi. Namun, penelitian yang mengkaji proses pemeriksaan pajak secara 

mendalam melalui studi kasus klien KAP masih terbatas. Pendekatan kuantitatif 

dominan belum menggambarkan dinamika proses pemeriksaan hingga SKPKB 

secara rinci. Oleh karena itu, analisis kasus empiris pada klien KAP diperlukan 

untuk memahami faktor seperti kurangnya koordinasi audit dan regulasi 

perpajakan yang memicu penerbitan SKPKB. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal 

memiliki peranan penting dalam proses pemeriksaan pajak dan sering menjadi 

penyebab utama diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Oleh karena 

itu, penelitian mengenai analisis jenis dan penyebab koreksi fiskal dalam 

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menjadi penting untuk 

dilakukan guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya koreksi 

fiskal serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan kepatuhan perpajakan. 

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Jenis dan Penyebab Koreksi Fiskal dalam Penerbitan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (Studi Kasus pada Klien KAP X)”. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada adanya 

pemeriksaan pajak oleh DJP pada klien KAP X untuk Tahun Pajak 2020 pada 

bulan Juni 2024. Hal ini kemudian menyebabkan diterbitkannya Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akibat beberapa temuan selama pemeriksaan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemudian kondisi ini berlanjut dengan adanya 

pemeriksaan pajak dari DJP untuk tahun pajak 2022 yang masih berlangsung.  

 Dalam sistem self-assessment, Wajib Pajak seharusnya dapat menyusun 

laporan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia sehingga 

pemeriksaan pajak oleh DJP hanya ada sedikit temuan tanpa koreksi yang besar 

dan ada sanksi administrasi/denda karena kelalaian dalam pelaporan pajak.  

 Penelitian terdahulu seperti Hulopi (2024) dan Yunira et al. (2024) 

menunjukkan pemeriksaan pajak meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PPh 

badan secara umum, tapi tidak signifikan secara statistik di beberapa KPP. Studi 

Salmon & Sarjono (2024) serta Natasya et al. (2024) fokus pada proses 

pemeriksaan dan sengketa SKPKB, sementara analisis koreksi fiskal seperti 

Ramadhani et al. (2025) dan Salindeho (2022) mengidentifikasi jenis 

positif/negatif (permanent/temporary differences) pada perusahaan umum. 

Namun, gap utama adalah kurangnya studi kasus mendalam pada klien KAP 

sebagai WP yang terlibat langsung dalam penerbitan SKPKB, yang mengabaikan 

dinamika audit profesional temuan DJP. Oleh karena itu, meskipun telah ada 

penelitian terdahulu yang menganalisis dampak pemeriksaan pajak, masih 
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diperlukan analisis mendalam mengenai jenis dan penyebab koreksi fiskal pada 

hasil pemeriksaan pajak tersebut untuk meminimalisasi risiko akan terbitnya pajak 

di masa mendatang.   

 Agar penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan tidak menyimpang dari 

tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada 

beberapa aspek penting. Pertama, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan sebagai hasil 

pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2020. Pembatasan ini agar penelitian 

memiliki fokus waktu yang jelas sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih 

mendalam dan komprehensif terhadap satu periode tertentu. 

 Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen 

resmi hasil pemeriksaan pajak, antara lain Berita Acara Hasil Pemeriksaan 

(BAHP), Surat Tagihan Pajak, serta rincian koreksi fiskal yang disusun oleh 

pemeriksa pajak. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena memiliki relevansi 

langsung dengan proses pemeriksaan dan menjadi dasar dalam penerbitan 

SKPKB, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai temuan 

pemeriksaan serta koreksi yang dilakukan. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu klien Kantor Akuntan Publik 

(KAP) X yang dijadikan sebagai objek studi kasus. Pemilihan pendekatan studi 

kasus ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai praktik pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap Wajib Pajak 

dalam kondisi nyata, meskipun hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk 

digeneralisasi secara luas. 

 Penelitian ini difokuskan pada analisis jenis-jenis koreksi fiskal serta 

faktor-faktor penyebab terjadinya koreksi tersebut yang menjadi dasar penerbitan 

SKPKB. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan 

insight yang lebih spesifik mengenai pola koreksi fiskal yang sering terjadi, serta 

mengidentifikasi area risiko yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pemeriksaan pajak dan hasil temuan koreksi fiskal yang 

ditemukan oleh DJP dalam pemeriksaan pajak atas Laporan Keuangan Tahun 

2020 pada klien KAP X? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya koreksi fiskal dalam 

pemeriksaan tersebut?  

3. Bagaimana tanggapan dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh klien KAP X 

terhadap terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh DJP? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi proses pemeriksaan pajak dan hasil temuan koreksi fiskal 

yang ditemukan oleh DJP dalam pemeriksaan pajak atas Laporan Keuangan 

Tahun 2020 pada klien KAP X. 

2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya koreksi fiskal 

dalam pemeriksaan tersebut.  

3. Menganalisis tanggapan dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh klien KAP X 

terhadap terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh DJP. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Melalui pendekatan studi kasus mendalam mengenai penerbitan SKPKB 

pada sektor teknologi finansial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai 

guna yang luas bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Manfaat yang 

dihasilkan dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengayaan literatur 

akademis mengenai penanganan sengketa pajak, tetapi juga sebagai panduan 

aplikatif dalam merumuskan strategi manajemen risiko pajak. 

1) Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, 
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khususnya terkait analisis koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak yang 

mengakibatkan penerbitan SKPKB. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemeriksaan 

pajak dan koreksi fiskal. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Wajib Pajak 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan 

laporan perpajakan agar meminimalkan potensi koreksi fiskal dalam 

pemeriksaan pajak. 

b. Bagi Kantor Akuntan Publik  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan review 

perpajakan serta memberikan rekomendasi kepada klien terkait potensi 

risiko perpajakan. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai dinamika pemeriksaan pajak di 

Indonesia, perkembangan industri jasa keuangan dengan platform Buy Now Pay 

Later (BNPL), serta urgensi analisis atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB) Tahun Pajak 2020 pada klien KAP X. Bab ini juga merumuskan 

pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat penelitian baik secara akademis maupun 

praktis bagi industri multifinance, serta sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan landasan teori dan regulasi perpajakan yang mendasari 

analisis sengketa, meliputi Konsep tata cara pemeriksaan pajak oleh DJP 

(termasuk mekanisme SPHP dan BAHP), ketentuan hukum SKPKB, konsep jenis-

jenis koreksi fiskal, serta konsep manajemen risiko pajak korporasi. Selain itu, 

bab ini menyajikan pembahasan penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka 

pemikiran penelitian. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif 

yang diterapkan dalam penelitian. Bagian ini merinci objek penelitian (klien KAP 

X di sektor jasa keuangan multifinance), jenis data (data kualitatif berupa 

dokumen formal perpajakan dan hasil wawancara), metode pengumpulan data 

melalui studi dokumentasi (KKP, SPHP, BAHP, SKPKB) dan wawancara semi-

terstruktur dengan auditor senior, serta teknik analisis data untuk mengidentifikasi 

akar penyebab koreksi fiskal. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti penelitian yang menjelaskan temuan lapangan dan analisis 

mendalam. Pembahasan mencakup kronologi proses audit pajak oleh DJP pada 

klien KAP X untuk jenis pajak PPh Badan, PPh Pasal 21, 23, 26, 4(2), dan PPN. 

Selanjutnya, bab ini membahas jenis dan faktor penyebab koreksi fiskal yang 

memicu terbitnya SKPKB Tahun Pajak 2020, serta menganalisis respons strategis 

dan langkah mitigasi risiko sengketa yang diambil oleh perusahaan. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini menyajikan simpulan akhir yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian 

mengenai proses audit, penyebab koreksi, dan mitigasi risiko pajak pada 

perusahaan BNPL tersebut. Bab ini juga merumuskan saran-saran aplikatif bagi 

manajemen perusahaan untuk memperbaiki kepatuhan pajak internal, serta 

rekomendasi bagi akademisi atau peneliti selanjutnya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada Klien KAP 

X, sebuah perusahaan penyedia jasa keuangan non-bank berbasis teknologi 

perpajakan (fintech multifinance dengan model bisnis Buy Now Pay Later atau 

BNPL) yang berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan hasil analisis data dokumen 

pemeriksaan, kertas kerja rekonsiliasi, serta wawancara mendalam yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilakukan 

berdasarkan risk-based audit terhadap Laporan Keuangan Tahun Pajak 2020, 

Klien KAP X termasuk ke dalam sampling objek penelitian oleh DJP karena 

perusahaan Klien KAP X yang dianggap berisiko tinggi. Hasil akhir 

pemeriksaan menghasilkan total penerbitan ketetapan pajak baru senilai 

Rp14.278.194.132, yang terdiri dari akumulasi pokok pajak kurang bayar 

sebesar Rp9.362.800.334 dan sanksi administrasi sebesar Rp4.915.393.798 

(Tabel 4.17) di berbagai jenis pajak seperti PPh Badan, PPh Potput, dan PPN. 

2. Koreksi fiskal massal ini disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran 

atau interpretasi hukum yang mana pada kasus ini atas pendapatan skema 

channelling perbankan khususnya selisih bunga. Wajib Pajak 

mengategorikannya sebagai non-objek PPN (Jasa Keuangan murni 

berdasarkan Pasal 4A UU PPN), sedangkan DJP menilainya sebagai objek 

PPN atas penyerahan Jasa Pengelolaan Kelayakan Kredit karena isi klausul di 

dalam kontrak kerja sama. Sehingga DJP sebagai otoritas perpajakan negara 

tetap mempertahankan koreksi tersebut. 

Kemudian karena kegagalan Pemenuhan Aturan Transaksi Afiliasi, 

kelemahan dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc) atas biaya jasa konsultasi 

luar negeri kepada pihak berelasi (S-CORP) menyebabkan tarif yang 

dibebankan melebihi batas kewajaran pasar setelah diuji melalui 

benchmarking tarif independen oleh pemeriksa. 
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Terakhir karena adanya kelemahan Administratif Internal dan lemahnya 

pengendalian internal withholding tax perusahaan, terdapat biaya-biaya 

operasional komersial ada yang terlambat atau belum dipotong PPh Pasal 21, 

Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada masa pajak berjalan. 

3. Tanggapan dan Mitigasi Risiko Sengketa  

Respons Klien KAP X beragam tergantung pada kekuatan bukti hukum yang 

jelas. Atas kelalaian administratif PPh Potput, Wajib Pajak bersikap 

kooperatif dan menyetujui seluruh koreksi. Untuk sengketa secondary 

adjustment PPh Pasal 26 (dividen konstruktif), risiko berhasil dimitigasi 

hingga dibatalkan penuh melalui skema repatriasi kas menggunakan Debit 

Note sesuai PMK 172/2023. Sementara itu, terhadap sengketa DPP PPN 

channelling, Klien KAP X mengambil sikap tidak setuju dan melakukan 

mitigasi formal melalui persiapan pengajuan keberatan ke Kanwil DJP serta 

Banding ke Pengadilan Pajak, dilanjutkan dengan pelunasan pokok pajak dan 

pengajuan permohonan pengurangan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 

36 UU KUP. 

5.1 Saran 

 Berdasarkan keterbatasan dan hasil analisis kajian mendalam yang telah 

dilakukan, berikut adalah beberapa saran perbaikan kondisi yang 

direkomendasikan penulis: 

1. Bagi Wajib Pajak (Klien KAP X) 

 Perusahaan Klien KAP X disarankan untuk meninjau kembali dan 

merevisi redaksional kontrak kerja sama channelling dengan perbankan di masa 

mendatang. Penulisan kontrak harus dipertegas agar mencerminkan karakteristik 

penempatan/penyaluran dana pembiayaan murni, guna meminimalisasi risiko 

multi-tafsir oleh pemeriksa pajak yang menganggapnya sebagai jasa pengelolaan 

kredit operasional.  

 Selanjutnya, klien KAP X disarankan untuk melakukan penyusunan 

dokumen Transfer Pricing (TP Doc) Mengingat transaksi dengan pihak afiliasi 

luar negeri (S-CORP) sangat rentan dikoreksi, perusahaan wajib menyusun TP 

Doc yang lengkap, jelas, dan dilengkapi dengan analisis kesebandingan 
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(benchmarking study) tarif pasar yang kuat sebelum masa pelaporan SPT Tahunan 

Badan. 

 Terakhir adalah penguatan Pengendalian Internal Withholding Tax. 

Manajemen perlu menerapkan sistem rekonsiliasi berkala (tiap bulan) antara akun 

beban pada buku besar komersial dengan SPT Masa PPh Potput, agar tidak ada 

lagi objek pemotongan pajak pihak ketiga yang terlewat secara administratif. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP X) 

 KAP X diharapkan tidak hanya berfokus pada kewajaran angka laporan 

keuangan komersial, melainkan juga meningkatkan kedalaman prosedur Tax 

Review (terutama pengujian substantive testing pada kontrak-kontrak fintech dan 

transaksi hubungan istimewa atau pihak berelasi) untuk memberikan peringatan 

diini kepada klien mengenai potensi risiko terbitnya SKPKB sebelum 

pemeriksaan pajak terjadi. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

 Mengingat penelitian saat ini dibatasi pada Tahun Pajak 2020 saat masa 

transisi regulasi setelah pandemi, peneliti berikutnya disarankan untuk 

memperluas fokus penelitian pada periode setelah implementasi penuh CoreTax 

Administration System dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di 

Indonesia. Peneliti selanjutnya juga dapat mendalami aspek sengketa ini hingga 

hasil akhir Putusan Pengadilan Pajak untuk mengukur tingkat kemenangan (win 

rate) argumen hukum Wajib Pajak khususnya pada sektor fintech. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti & 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan 

dengan 

Penelitian Ini 

Perbedaan dengan 

Penelitian Ini 

1 Hulopi 

(2024) 

Pengaruh 

Pelaksanaan 
Pemeriksaan 

Pajak 

Terhadap 
Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Pada KPP 

Gorontalo 

Kuantitatif 

(Regresi) 

Pemeriksaan 

tingkatkan 
kepatuhan 

pelaporan SPT 

Kedua penelitian 

ini berjalan pada 
lingkup teoritis 

yang sama, yaitu 

menguji 
efektivitas 

instrumen 

Pemeriksaan 

Pajak oleh 

Direktorat 

Jenderal Pajak 
(DJP) sebagai 

fungsi 

pengawasan (law 
enforcement). 

Kedua penelitian 

sepakat bahwa 
tindakan 

pemeriksaan 

merupakan 
pemicu utama 

yang memaksa 

Wajib Pajak 
untuk menguji 

kembali 

kesesuaian 
pelaporan 

pajaknya dengan 

regulasi yang 
berlaku. 

Penelitian Hulopi 

berfokus makro pada 
kepatuhan formal 

pelaporan SPT WP 

Orang Pribadi di KPP 
Gorontalo. Sedangkan 

penelitian ini berfokus 

mikro (studi kasus) pada 

kepatuhan material WP 

Badan industri khusus 

(fintech/multifinance 
Buy Now Pay Later) 

Klien KAP X dengan 

membedah substansi 
jenis koreksi fiskal pada 

SKPKB. 

2 Yunira et al. 

(2024) 

Pengaruh 

Pemeriksaan 
Pajak, 

Sosialisasi 

Pajak dan 
Jumlah Wajib 

Pajak 

terhadap 
Penerimaan 

Pajak 

Penghasilan 
Badan 

Kuantitatif 

(Regresi 
Berganda 

Time 

Series) 

Pemeriksaan tidak 

signifikan; jumlah 
WP berpengaruh 

positif 

Kedua penelitian 

sama-sama 
menganalisis 

dampak dari 

tindakan 
pemeriksaan 

terhadap aspek 

Pajak 
Penghasilan 

(PPh) Badan. 

Kedua penelitian 
ini menyoroti 

bagaimana 

interaksi antara 
regulasi 

perpajakan dan 

pembukuan 

komersial dapat 

menghasilkan 

perbedaan 
pengakuan pos-

pos keuangan 

Yunira et al. 

menggunakan metode 
kuantitatif makro (time 

series) untuk melihat 

pengaruh pemeriksaan 
terhadap total realisasi 

target penerimaan PPh 

Badan secara nasional 
atau regional. 

Sebaliknya, penelitian 

ini merupakan Studi 
Kasus Multi-Tax; tidak 

hanya membatasi pada 

PPh Badan, tetapi juga 
mengupas tuntas 

keterkaitan sengketa 

koreksi pada pada pos 

pajak lainnya . 

Penelitian ini juga 

membahas koreksi atas 
akun industri spesifik 

fintech seperti Dana 

Cadangan Piutang 
(Expected Credit Loss / 

ECL) yang tidak dibahas 

dalam penelitian umum 
tersebut. 
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No Peneliti & 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan 

dengan 

Penelitian Ini 

Perbedaan dengan 

Penelitian Ini 

3 Natasya et 
al. (2023) 

Analisis 
Pengaruh 

Pemeriksaan 

Pajak dan 
Penagihan 

Pajak 

terhadap 
Penerimaan 

Pajak 

Kuantitatif 
(Random 

Sampling) 

Pemeriksaan + 
penagihan 

berpengaruh 

simultan terhadap 
penerimaan 

Kedua penelitian 
menempatkan 

tindakan 

pemeriksaan 
pajak sebagai 

variabel hulu 

yang krusial. 
Keduanya 

mengasumsikan 

bahwa proses 
pemeriksaan 

akan bermuara 

pada penetapan 
kewajiban 

perpajakan baru 

yang harus 

diselesaikan oleh 

Wajib Pajak. 

Penelitian Natasya et al. 
menitikberatkan pada 

fase hilir setelah 

ketetapan keluar, yaitu 
efektivitas tindakan 

penagihan aktif (seperti 

surat paksa atau 
penyitaan) terhadap kas 

negara melalui 

pendekatan kuantitatif 
sampel. Sedangkan 

penelitian ini berfokus 

pada fase pra-ketetapan 
dan proses penentuan 

materi (substansi). 

Penelitian ini juga 

membahas bagaimana 

gap interpretasi aturan 

memicu koreksi fiskal, 
dinamika sanggahan 

Wajib Pajak saat Closing 

Conference 
(Pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan), 

hingga dokumentasi 
pendukung (SPHP dan 

BAHP) pada KAP X, 

bukan mengukur 
eksekusi penagihannya. 

4 Nasution & 

Situmorang 
(2020) 

Analisis 

Proses 
Banding Surat 

Ketetapan 

Pajak Kurang 
Bayar 

(SKPKB) 

terhadap PPh 
Pasal 21 

Deskriptif 

Kualitatif 

WP berhak 

keberatan/banding 
SKPKB sesuai UU 

KUP 

Sama-sama 

mengkaji produk 
hukum Surat 

Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar 
(SKPKB) 

menggunakan 

pendekatan 
kualitatif 

Nasution & Situmorang 

langsung melompat ke 
fase sengketa hukum 

luar (Banding di 

Pengadilan Pajak) 
khusus PPh Pasal 21. 

Sedangkan penelitian ini 

berfokus pada akar 
penyebab munculnya 

koreksi fiskal pertama 

kali saat audit, termasuk 
sengketa Transfer 

Pricing atas jasa afiliasi 

luar negeri (S-CORP) 
pada Klien KAP X. 

5 Anta 

Kusuma 
(2019) 

Menakar 

Kualitas 
Pemeriksaan 

Pajak dalam 

Sengketa 
Pajak 

Deskriptif 

Kualitatif 

Kualitas audit 

butuh bukti kuat 
untuk pertahankan 

SKPKB 

Menggunakan 

metode 
deskriptif 

kualitatif untuk 

menilai aspek 
kualitas, validitas 

bukti, dan 

objektivitas 
pemeriksaan DJP 

Anta Kusuma mengulas 

kualitas sengketa secara 
konseptual perpajakan 

dan yuridis umum. 

Sedangkan penelitian ini 
mengaitkannya langsung 

dengan praktik 

pendampingan audit riil 
di KAP, memperkaya 

analisis pada teknik 

pembuktian material 
(seperti vouching 

dokumen kontrak loan 

agreement/channeling). 

Sumber: Data diolah, 2026 
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Lampiran 2 Transkrip Wawancara semi-terstruktur dengan Narasumber 

Tema/Indikator Pertanyaan Transkrip 

 

Kronologi Pemeriksaan & Jenis 

Koreksi 

Bagaimana kronologi 

pemeriksaan pajak 
Tahun Pajak 2020 

hingga diterbitkannya 

SKPKB senilai 
Rp14,2 Miliar? 

"Jadi pemeriksaan pajak kemarin itu dimulai dari risk-
based audit oleh DJP, si klien ini termasuk WP yang high 

risk karena revenue setahunnya terbilang besar. Terus DJP 

ngasih SP2 ke klien ini sehingga dilakukan lah entry 
meeting untuk pembahasan lingkup pemeriksaan sampai 

dokumen pendukung yang dibutuhkan. Kemudian selama 

proses pemeriksaan, pihak DJP menjumpai beberapa 
temuan dan dibahas di Pembahasan akhir atau istilahnya 

closing conference. Setelah proses closing conference, 

keluar SKPKB dengan total pokok dan sanksi sekitar 
Rp14,2 Miliar, itu semua mencakup PPh Badan, PPN, dan 

PPh Potput. Kita di KAP cuma mendampingi proses 
rekonsiliasi data. Koreksi paling besar memang ada di pos 

PPN atas skema penyerahan jasa, terus ada koreksi biaya 

afiliasi luar negeri dan pemotongan PPh Pasal 21/23 yang 
sifatnya administratif." 

 

Penyebab Koreksi 

Mengapa Bisa terjadi 
koreksi dan sengketa 

yang terjadi di pos 

PPN? 

"Ini masalah perbedaan penafsiran hukum. Klien 

menganggap selisih bunga dari skema channelling 

pembiayaan BNPL adalah bagian dari Jasa Keuangan 
murni yang non-objek PPN (Pasal 4A UU PPN). Tapi dari 

pihak pemeriksa membaca klausul kontrak klien sebagai 

'Jasa Pengelolaan Kelayakan Kredit' karena klien lah yang 
melakukan scoring konsumen, jadi mereka anggap itu jasa 

berbayar yang terutang PPN. 

 

Apa yang 

menyebabkan biaya 
jasa konsultasi ke S-

CORP (Afiliasi) 

dikoreksi seluruhnya 
oleh pemeriksa? 

"Jadi si Pemeriksa menilai kalau perusahaan gagal 
membuktikan asas kewajaran dan kelaziman usaha. Terus 

Dokumen Transfer Pricing (TP Doc) yang disediakan 

klien saat pemeriksaan kurang kuat dalam melakukan 
analisis kesebandingan (benchmarking) tarif pasar 

independen, sehingga biaya manajemen luar negeri itu 

dianggap excessive dan dikoreksi." 

 

Mengapa bisa terjadi 
temuan kurang bayar 

pada pos PPh Potput 

(withholding tax)? 

"kalau itu murni kelemahan administratif internal klien. 

Ada beberapa biaya operasional di buku besar komersial 
yang terlambat atau belum dipotong PPh 21, PPh 23, 

maupun PPh Final 4(2) pada masa pajak berjalan. Atas 

koreksi pos ini, klien mengakui kelalaian kepatuhan 
administrasi pajak." 

 

Mitigasi Risiko dan Langkah 
Hukum  

Bagaimana 

perusahaan 
memitigasi risiko 

secondary adjustment 

(dividen konstruktif) 

atas transaksi afiliasi 

tersebut? 

"Untuk koreksi karena transaksi pihak berelasi, klien 

berhasil memitigasi risiko PPh Pasal 26 lewat skema 
repatriasi kas. Jadi si Klien memanfaatkan relaksasi 

regulasi PMK 172/2023 dengan menerbitkan Debit Note 

ke S-CORP, sehingga uangnya dikembalikan ke Indonesia 

dan sengketa dividen konstruktifnya dibatalkan penuh oleh 

DJP." 

 

Langkah hukum apa 

yang diambil 
perusahaan terhadap 

sengketa DPP PPN 

Channelling yang 
tidak disetujui? 

"Karena nilai sengketanya besar dan material, klien 

mengambil sikap tidak setuju pada pembahasan akhir. 
Langkah mitigasinya, si Klien sedang menyusun berkas 

formal untuk pengajuan Keberatan ke Kanwil DJP, dan 

siap lanjut hingga Banding ke Pengadilan Pajak. Namun, 
untuk menghindari sanksi yang membengkak, pokok 

pajaknya sudah dilunasi terlebih dahulu sambil 

mengajukan permohonan pengurangan sanksi Pasal 36 UU 
KUP." 
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Tema/Indikator Pertanyaan Transkrip 

 

Apa rekomendasi 
KAP X ke depan agar 

kasus SKPKB bernilai 

besar ini tidak 
terulang kembali? 

"Kita ngasih rekomendasi ke klien untuk contract review 

total atas seluruh perjanjian borrowings dan channelling 
agar redaksionalnya tidak multi-tafsir. Selain itu, tim 

internal harus proaktif menyusun TP Doc sejak awal tahun 

pajak, dan memperketat kontrol rekonsiliasi bulanan antara 
General Ledger dengan SPT Masa agar tidak ada objek 

pajak potput yang missed." 

 

Sumber: Data diolah, 2026s 

Lampiran 3 Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
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Lampiran 4 Berita Acara Hasil Pemeriksaan 
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Lampiran 5 Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir 
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Lampiran 6 Risalah Pembahasan 
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Lampiran 7 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
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Lampiran 8 Surat Tagihan Pajak (STP) 
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Lampiran 9 Lembar Bimbingan 
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Lampiran 10 Surat Pernyataan AI 
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